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ABSTRAK

Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, terjadinya konflik
pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir serta penyimpangan pola pemanfaatan
ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tanggung jawab dari
pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan publik. Tujuan dari
penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan
wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada Rencana
Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RSWP3K), serta
mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan
tersebut. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap
para pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSWP3K
belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD, namun program/kegiatan
terkait telah dilaksanakan, hal tersebut terjadi karena keserupaan sasaran RPJPD
dengan RSWP3K selain itu juga karena tugas pokok dan fungsi terkait dari masing-
masing dinas/instansi. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi
kebijakan tersebut antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum cukup
terakomodir, letak RSWP3K yang dianggap kurang tepat, sumberdaya finansial dan
SDM yang.masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat
pada posisi yang kurang tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: kebijakan publik, pengelolaan pesisir terpadu

ABSTRACT

Damage to coral reefs and mangroves, the potential conflict of space utilization
as well as coastal areas of coastal space utilization pattern of irregularities in the
District of West Lombok are the responsibility of local government in particular as
public policy makers. The aims of this study were assessing the implementation of
policy on integrated coastal zone management in West Lombok regency, especially
in the Strategic Plan for Management of Coastal Areas and Small Islands
(RSWP3K), as well as reviewing the obstacles encountered in implementing the
policy. This study used a model case study with descriptive research method with
qualitative approach through in-depth interviews of stakeholders. The results
showed that RSWP3K not fully serve as a reference for RPJMD, but the
programs/activities related to have been implemented, it happens because the
similarity with the target RPJPD and RSWP3K, it was also because roles,
responsibilities and functions linked from each department/agency. Obstacles
encountered in implementing the policy include the interests of target groups that
have not been sufficiently accommodated, where the RSWP3K which was
considered less appropriate, lack of financial and human resources, weak
communication, the placement of employee /officials in a less precise position and
awareness society was still low.

Keywords: public policy, integrated coastal management



l. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.480 pulau
yang terdiri dari sejumlah pulau besar dan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecil yang
tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah laut teritorial seluas 5,8
juta km? atau sebesar 63% dari total wilayah teritorial Indonesia, dengan luas
Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km? dan garis pantai sepanjang 95.181 km
(Numberi, 2009). Hal-hal tersebut menjadikan wilayah pesisir Indonesia memiliki
potensi sumberdaya alam yang tinggi seperti mangrove, terumbu karang (coral
reefs) dan padang lamun (sea grass beds). Menurut Undang-undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah
pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi
oleh perubahan di darat dan di laut, menurut Supriharyono (2007) wilayah ini
sangat produktif dengan keberadaan estuaria, hutan bakau, padang lamun serta
terumbu karang, sehingga sedemikian panjangnya pantai Indonesia merupakan
potensi sumberdaya alam yang besar untuk pembangunan ekonomi.

Keanekaragaman sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir,
mengakibatkan wilayah ini umumnya merupakan pemusatan berbagai kegiatan
pembangunan seperti pemukiman, pertambakan, tempat rekreasi, sarana
penghubung dan sebagainya. Terdapat sebanyak 60% penduduk Indonesia
diperkirakan tinggal dan hidup di wilayah pesisir (Supriharyono, 2002). Sejalan
dengan pertambahan penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 237.556.363 jiwa
(BPS, 2010), tentunya memberikan tekanan yang besar kepada wilayah ini
khususnya akibat aktivitas manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya alamnya masing-masing,
termasuk wilayah pesisir dan laut. Hal ini juga termasuk Pemerintah Kabupaten

Lombok Barat yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota di



Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 2.215,11 km? terdiri dari
wilayah darat seluas + 1.053,92 km? dan perairan seluas + 1.161,19 km? (Bappeda
Lobar, 2010a) yang dikelilingi garis pantai sepanjang 120 km serta pulau-pulau
kecil (gili) sebanyak 23 buah (DKP Kab. Lobar, 2010).

Menurut Bapedalda NTB (2006) kerusakan terumbu karang secara nasional
diperkirakan sebesar 70% dan menurut Bachtiar (2004) kondisi terumbu karang di
Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kategori baik sekitar 8,82%, kategori sedang
38,24% dan kategori jelek 52,94% dengan tiga penyebab kerusakan utama yang
bisa diidentifikasi adalah pengeboman ikan, pemucatan karang akibat EI Nino dan
pembuangan jangkar. Menurut Bappeda Kab. Lobar (2010a) potensi terumbu
karang di Kabupaten Lombok Barat adalah seluas 258,1 ha dengan 30,70% dalam
kondisi baik, 29,20% dalam kondisi rusak ringan dan 40,10% dalam kondisi rusak
berat. Hasil identifikasi Yusuf (2006) menunjukkan bahwa penyebab kerusakan
terumbu karang di Kabupaten Lombok Barat yang utama adalah penggunaan
bahan kimia potasium serta sianida untuk penangkapan ikan. Menurut Bappeda
Kab. Lobar (2010a) kerusakan ekosistem juga terjadi pada hutan mangrove yang
ada di Kabupaten Lombok Barat yaitu dari seluas 606,81 ha, terdapat sebanyak
118,83 ha dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat sebesar 487,98 ha.

Berbagai konflik juga sering terjadi antara pihak yang berkepentingan dalam
pemanfataan potensi ruang kawasan pesisir di Kabupaten Lombok Barat seperti
konflik pemanfaatan ruang kawasan pariwisata dengan pemukiman masyarakat di
Pantai Senggigi Kecamatan Batu Layar. Selain itu konflik juga terjadi akibat
adanya konversi lahan menjadi tambak, serta adanya penyimpangan pemanfaatan
ruang pesisir yang tidak sesuai dengan alokasi tata ruang yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah (DKP Kab. Lobar, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2010) pola
pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat telah mengalami
penyimpangan, yaitu pemanfaatan ruang kawasan pesisir tidak saling kompatibel.
Hal ini terjadi ketidakserasian antara sektor perikanan dengan penambangan emas,
pariwisata dengan penambangan emas, perikanan dengan transportasi laut serta

pariwisata dengan perikanan.



Terkait hal-hal tersebut di atas tentunya dibutuhkan suatu pengelolaan wilayah
pesisir terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut,
ilmu pengetahuan dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut
berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam
pemanfaatan ruang serta aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan
ekosistem wilayah pesisir, tentu memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang ada
di daerah tersebut. Pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan
tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
penyimpangan ataupun kerusakan ini, menurut Dye (1981) kebijakan publik
adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.
Menurut Subarsono (2005) konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik
mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang
dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.
Menurut pandangan David Easton yang dikutip oleh Dye (1981), ketika
pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah
mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan
mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Menurut Dye (1981) dan Anderson (1979) terdapat tiga manfaat penting studi
kebijakan publik. Manfaat pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu
melalui studi ini dapat ditemukan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi
dari sebuah kebijakan publik. Manfaat kedua yaitu membantu para praktisi dalam
memecahkan masalah, yaitu dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi
akan memiliki dasar teoritis mengenai bagaimana membuat kebijakan publik yang
baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Manfaat yang
terakhir berguna untuk tujuan politik yaitu kebijakan publik yang disusun melalui
proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat
terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat
telah dituangkan dalam Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(RSWP3K) 2005-2025 seiring dengan diundangkannya Undang-undang



Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil. Pelaksanaan RSWP3K tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan
koordinasi dari semua sektor yang terkait, namun pada kenyataannya hal ini
sering kali tidak berjalan dengan baik. Masing-masing stakeholder memiliki
kepentingannya masing-masing yang tidak jarang mengesampingkan kepentingan
dari sektor lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan suatu sektor
tidak sejalan dengan kebijakan dari sektor lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penting untuk dilakukan kajian
mengenai implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu
di Kabupaten Lombok Barat, mengingat nilai penting dari wilayah pesisir, potensi
pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Barat, tekanan yang terjadi
terhadap wilayah pesisir akibat aktivitas pembangunan serta manfaat dari
pentingnya suatu studi mengenai kebijakan publik. Selain itu kajian ini juga
penting dilakukan mengingat belum adanya penelitian mengenai implementasi
kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan berkelanjutan sudah tentu menjadi hal
yang harus dicapai mengingat peran penting wilayah ini. Pemanfaatan yang tidak
berkelanjutan tentu akan menghilangkan manfaat wilayah tersebut, yang apabila
telah mencapai kerusakan permanen, maka tidak hanya manfaat ekonomi ataupun
sosialnya saja yang hilang tetapi juga manfaat ekologinya. Penyimpangan dalam
pemanfaatan ruang dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir yang dijumpai di
Kabupaten Lombok Barat memberikan indikasi bahwa kegiatan pembangunan
ataupun aktivitas manusia merupakan kontributor utama terjadinya penyimpangan
dan kerusakan tersebut.

Terjadinya kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam
pemanfaatan ruang pesisir dan aktivitas manusia yang merusak ekosistem
wilayah pesisir tidaklah lepas dari kebijakan-kebijakan publik yang ada di
Kabupaten Lombok Barat itu sendiri dalam hal ini kebijakan mengenai
pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Kabupaten Lombok Barat sebagai pembuat



kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas
penyimpangan dan kerusakan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapatlah
dinilai bahwa kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten
Lombok Barat dalam hal ini tertuang dalam RSWP3K 2005-2025 belum dapat
memaksimalkan kesesuaian pemanfaatan wilayah pesisir dan menghentikan
aktivitas manusia yang merusak ekosistem di wilayah ini, sehingga timbul suatu
pertanyaan : “Apa yang terjadi dengan implementasi kebijakan mengenai
pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat?”, untuk
menjawab pertanyaan tersebut, beberapa hal yang dapat dijadikan pendekatan
dalam pemecahan permasalahan yaitu :
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir
terpadu di Kabupaten Lombok Barat?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai dalam implementasi kebijakan
mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian mengenai Implementasi  Kebijakan
Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Kabupaten Lombok Barat ini adalah
untuk :

1. Mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir
terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada rencana strategis
Kabupaten Lombok Barat mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil,

2. Mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan

mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan

pengelolaan wilayah pesisir selanjutnya.



2. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

menambah pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian di

bidang

implementasi kebijakan publik pada umumnya dan implementasi kebijakan

dalam pengelolaan sumberdaya alam pada khususnya.

1.5

Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kajian kebijakan dan pengelolaan sumberdaya alam telah

banyak dilakukan, di antaranya :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No Penulis/Tahun

Judul Penelitian

Metode

1 Muslim/2010

Evaluasi Pola Pemanfaatan
Ruang Kawasan Pesisir di
Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pola pemanfaatan dan penyimpangan

ruang kawasan pesisir dievaluasi
dengan menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG);
kompatibilitas pemanfaatan ruang
dievaluasi dengan matriks

kompabilitas; untuk menilai persepsi
stakeholder terhadap prioritas
pemanfaatan dan pengembangan ruang
kawasan pesisir digunakan proses
analisa hirarki (Analytical Hierarchy
Process — AHP)

2 Ruhimat/2010

Efektivitas Implementasi
Kebijakan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) di
Kabupaten Banjar

Metode penelitian berupa studi kasus
dengan pendekatan kualitatif dengan
pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara mendalam, pengamatan
langsung dan kajian dokumentasi

3. Syahruddin/2010

Evaluasi Implementasi
Kebijakan Pengembangan
Kawasan Industri

Data diperoleh melalui wawancara
langsung kepada para informan yang
terkait dengan objek masalah.
Menggunakan metode
interaktif dan  pendekatan
implementasi Edwards 111 (1980).

analisis
teori

4, Dedy Iman
Wahyudi/2009

Implementasi Kebijakan
Pemerintah dalam Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kabupaten
Brebes

Metode penelitian yang dipakai adalah
metode kualitatif dengan pendekatan
fenomenologis. Analisis implementasi
dalam penelitian ini menggunakan
teori implementasi Edwards 111 (1980)
dengan analisis data menggunakan
model analisis taksonomis.

5. Irfan  Agustian
Iswandaru/2005

Implementasi Kebijakan
Program Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Blora

Menggunakan teori menurut Daniel
Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Ken
Blanchard, Winardi dan Thoha yaitu
implementasi kebijakan, kemampuan
organisasi, pengawasan dan
komunikasi.




